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Abstrak
 

Dibuatnya Perjanjian Simulasi karena adanya perbedaan antara pernyataan dengan apa yang sebenarnya

diinginkan, dibuatnya perjanjian simulasi tentunya karena adanya penyimpangan hukum dan ingin

mengambil keuntungan dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut, seperti halnya pada saat melakukan

jual beli agar dalam pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) para pihak

membuat perjanjian sebelumnya agar memalsukan keterangan dengan menyesuaikan Harga Transaksi

dengan Harga Pasar (NJOP) yang pada kenyataannya Nilai transaksi (NPOP) Jauh lebih besar dari Nilai

NJOP, Oleh karena itu Permasalahan yang dijadikan pada penelitian ini ialah Bagaimanakah Tanggung

Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bagaimanakah Mekanisme penentuan Pajak Terutang

dalam akta Jual Beli apabila terdapat perbedaan data yang diperoleh. Metode penelitian yang digunakan

dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. hasil dari penelitian ini diambil

dari bahan kepustakaan dan juga wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan demi

memenuhi kebutuhan penelitian ini, adapun simpulan dari tesis ini PPAT tidak dapat dimintai pertanggung

jawaban karena PPAT Hanya mengkonstatir apa yang diinginkan oleh pihak kecuali dalam hal ini PPAT

ikut membantu para pihak makan PPAT dapat dimintai pertanggung jawaban, selain itu penentuan Pajak

terutang dalam akta jual  beli kantor pajak hanya melihat kebenaran materiil pada alat bukti dan apabila

kantor pajak dapat membuktikan bahwa terdapat perbedaan pada alat bukti maka kantor pajak memiliki

kewenangan mengubahnya ke keadaan yang sebenarnya.

......The Simulation Agreement was made because of the difference between the statement and what was

actually wanted, the simulation agreement was made of course because of legal irregularities and wanted to

take advantage of the legal actions carried out, such as when making a sale and purchase so that in the

payment of Taxes on Acquisition of Land Rights and Building the parties made a previous agreement to

falsify the information by adjusting the Transaction Price to the Market Price which in fact the transaction

value is much greater than the NJOP value. Land Deed Maker Official and what is the mechanism for

determining the Tax Payable in the Sale and Purchase Deed if there are differences in the data obtained. The

research method used in this thesis is normative juridical with descriptive research typology. the results of

this study were taken from library materials and also interviews with parties who could be asked for

information in order to meet the needs of this research, as for the conclusions of this thesis PPAT cannot be

held accountable because PPAT only checks what the parties want except in this case PPAT helping the

parties to eat PPAT can be held accountable, in addition to determining the tax payable in the deed of sale

and purchase the tax office only looks at the material truth on the evidence and if the tax office can prove

that there is a difference in the evidence, the tax office has the authority to change it to a state that actually.
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